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PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn

~*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli
Tengah, sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Medan Amplas Kota
Medan, sebagai Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7
Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah
register Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 8 Februari 2017, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Barus, Dan Sebagaimana Ternyata Dari Kutipan
Akta Nikah Nomor: 28/04/111/2014, tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
terakhir di rumah Mertua Pemohon di Kecamatan Barus;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
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4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon
dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari

Pemohon.

- Termohon tidak patuh dan bersikap kasar kepada Pemohon.

- Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.

- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai

Suami.

- Termohon selalu lebih patuh kepada ibu Termohon daripada kepada

Pemohon sebagai Suami.

- Termohon selalu merasa lebih berhak dalam rumah tangga

termasuk dalam hal hak asuh anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2014 Pemohon
sering diusir beberapa kali dari rumah dan Termohon selalu meminta untuk
bercerai setelah kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, dan
Termohon selalu lebih mengutamakan perintah lbu Termohon daripada
Pemohon dan bahkan Ibu Termohon selalu ikut campur berlebihan dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Ibu Termohon merasa lebih
berkuasa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
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8. Bahwa Pemohon bersedian membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan
Agama Pandan;

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
pemohon Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan
yang telah disampaikan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan
sedangkan termohon tidak hadir menghadap kepersidangan padahal termohon
telah dipanggil secara resmio dan patut oleh melalui pengadilan Agama Medan
sebagaimana surat panggilan (relaas) nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 28
Februari 2017;

Bahwa dipersidangan pemohon mengaku telah dipanggil untuk sidang tanggal
7 Maret 2017 di Pengadilan Agama Medan atas gugatan cerai yang diajukan oleh
Termohon selaku istrinya terhadap diri Pemohon, oleh karena itu Pemohon
menyatakan akan mengikuti proses perceraian yang telah lebih dulu diajukan oleh
Termohon di Pengadilan agama Medan dan menyatakan secara lisan mencabut
perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara
persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara
ini sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon, oleh karenanya
terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan
Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 Reglement op de Burgetrlijke
Rectsvordering (“Rv”), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini Majelis
Hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon maka
pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, ,maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syar’l yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
24/Pdt.G/2017/PA.Pdn;
2.  Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
3.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga pulu satu ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pandan pada hari Selasa 21 Maret 2017 M.bertepatan dengan
tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs.Irmantasir,M.HI.,sebagai
Hakim Ketua, M.Rifai,S.H.l., M.H.l dan Mumu Mumin Muktasidin,S.H.1.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani
Tanjung,B.A., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.
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Hakim Ketua

Drs.IRMANTASIR,M.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

M.RIFAL,S.H.I.,,M.H.I. MUMU MUMIN MUKTASIDIN,S.H.l.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG,B.A.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya materai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh

satu ribu rupiah)
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